SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota
DPRD perlu disesuaikan dengan perkembangan standar
harga yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Nomor 47);

Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri
Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kediri(Berita Daerah Kota Kediri Tahun
2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 34 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KEDIRI.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 17
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 34
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri(Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2019 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17
(1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan :
a. Ketua DPRD sebesar Rp 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua
ratus ribu rupiah);
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 25.300.000,- (dua puluh lima juta
tiga ratus ribu rupiah);
c. Anggota DPRD sebesar Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam
ratus ribu rupiah).
(2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang

dan dibayarkan setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
(1) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta
sembilan ratus ribu rupiah).
(2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap

bulan.



3. Diantara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan pasal baru yakni Pasal 27B

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27B
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diberikan

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Desember 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

SISWANTO
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022




